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BERITA ACARA

TENTANG

PEMBICARAAN TINGKAT I RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 3 bulan Juni tahun 2026, bertempat di
DPRD Kabupaten Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sapta Sarosa

2. Siti Nurhidayati

Ketua Pansus II DPRD Kabupaten
Bantul, bertindak untuk dan
atasnama Pansus II DPRD Kabupaten
Bantul, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU

Bagian Hukum Setda Kabupaten
Bantul, bertindak untuk dan
atasnama Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, menyatakan
bahwa telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, dalam pembicaraan tingkat I dengan hasil pembahasan
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita

Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

SAPTA SAROSA

Bantul, 3 Juni 2026

PIHAK KEDUA,

Al

SITI NURHIDAYATI



LAMPIRAN

BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NO

KERANGKA
RAPERDA

DRAF AWAL

DRAF HASIL PEMBAHASAN

Judul

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN

Tetap

Menimbang

. bahwa setiap orang berhak memperoleh

pelindungan jaminan sosial untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya;

. bahwa dalam rangka memberikan

pelindungan jaminan sosial, Pemerintah
Daerah menyelenggarakan program jaminan
sosial ketenagakerjaan;

. bahwa untuk memberikan kepastian hukum

dan pedoman dalam = penyelenggaraan
program jaminan sosial ketenagakerjaan di
Daerah, perlu pengaturan dalam Peraturan
Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Tetap

Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Tetap




Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024
tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7059);

Diktum

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN.

Tetap

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan adalah  penyelenggaraan

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan




program dan kegiatan yang menjadi lingkup
kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka
terlaksananya peningkatan kepesertaan
program jaminan sosial ketenagakerjaan dan
menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah
satu Jaminan Sosial yang berisi program
berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan
Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
pelindungan sosial untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang
layak.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya
disingkat JKK adalah manfaat berupa uang
tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang
diberikan pada saat Peserta mengalami
Kecelakaan Kerja atau penyakit yang
disebabkan oleh lingkungan kerja.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat
JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan
kepada ahli waris ketika Peserta meninggal
dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat
JHT adalah manfaat wuang tunai yang
dibayarkan sekaligus pada saat Peserta
memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau
mengalami Catat Total Tetap.

program dan kegiatan yang menjadi lingkup
kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka
terlaksananya peningkatan kepesertaan program
jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin
seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah
satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
pelindungan sosial untuk menjamin seluruh
rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang
layak.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya
disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai
dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan
pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja
atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan
kerja.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat
JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan
kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia
bukan akibat Kecelakaan Kerja.

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat
JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan
sekaligus pada saat Peserta memasuki usia
pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Catat
Total Tetap.

Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP
adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk




10.

11.

Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP
adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak
bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan
memberikan  pengasilan setelah  peserta
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total
tetap, atau meninggal dunia.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang
selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan
sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh
yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
berupa manfaat uang tunai, akses informasi
pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut
BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan
Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha
atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi
negara, lembaga negara atau badan lainnya,
termasuk pemerintah desa yang
mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai
pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara
non-aparatur sipil negara dan pegawai non-
aparatur sipil negara dengan membayar gaji,
Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
Pekerja adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima Upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

10.

11.

12.

mempertahankan derajat kehidupan yang layak
bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan
memberikan  pengasilan  setelah  peserta
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total
tetap, atau meninggal dunia.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat JKP adalah jaminan sosial yang
diberikan kepada Pekerja/Buruh yang
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa
manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan Pelatihan Kerja.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS
Ketenagakerjaan adalah Badan hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua,
Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha
atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi
negara, lembaga negara atau badan lainnya,
termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan
tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-
pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil
negara dan pegawai non-aparatur sipil negara
dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan
dalam bentuk lainnya.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
dari  Pemberi Kerja kepada Pekerja yang




12.

13,

14.
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16.
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18.

Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang
ditetapkan dan dibayar menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang
asing yang bekerja paling singkat 6 (enam)
bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
Peserta Penerima Upah adalah setiap orang
yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan
menerima Upah atau imbalan dalam bentuk
lain.

Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang
perorangan yang melakukan kegiatan usaha
secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang
yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi
dengan menerima gaji atau Upah.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi
perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan
jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan
layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan
Konstruksi.

Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang
perseorangan atau badan yang kegiatan
usahanya menyediakan layanan Jasa
Konstruksi.
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14.

15.
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19.

ditetapkan dan dibayar menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Peserta adalah setiap orang, termasuk orang
asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan
di Indonesia, yang telah membayar iuran.
Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang
bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima
Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang
perorangan yang melakukan kegiatan usaha
secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang
yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi
dengan menerima gaji atau Upah.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi
perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan
konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang
perseorangan atau badan yang Kkegiatan
usahanya menyediakan layanan Jasa
Konstruksi.

Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang
bekerja pada perusahaan untuk melakukan
pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal
waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan
menerima Upah didasarkan atas kehadirannya
secara harian.




19,

20.

25
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23.

24.

Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang
bekerja pada perusahaan untuk melakukan
pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam
hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan
dengan menerima Upah didasarkan atas
kehadirannya secara harian.

Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja
pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan
tertentu dengan menerima Upah didasarkan
atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah
Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk
melakukan  pekerjaan  tertentu  dengan
menerima Upah yang didasarkan atas
kesepakatan dalam hubungan kerja untuk
waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan
tertentu.

Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap
tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat
sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar

negeri dan terdaftar di perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan bidang
ketenagakerjaan.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga
negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
melakukan pekerjaan dengan menerima upah
di luar wilayah Republik Indonesia.

Pekerja Rentan adalah setiap orang yang
bekerja dengan penghasilan dan kondisi kerja di
bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil,
dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah
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Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja
pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan
tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas
volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah
Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk
melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima
Upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam
hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau
selesainya pekerjaan tertentu.

Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap
tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat
sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar
negeri dan terdaftar di perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan bidang
ketenagakerjaan.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga
negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
luar wilayah Republik Indonesia.

Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja
dengan penghasilan dan kondisi kerja di bawah
standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan
memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan/atau
yang masuk sebagai kategori miskin atau sangat
miskin.

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara
teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
bagi Pekerja Rentan yang selanjutnya disebut
Bantuan Iuran adalah bantuan untuk




25.

26.

27.

28.
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30.

31.

dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin
atau sangat miskin.

Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar
secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi
Kerja.

Bantuan luran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
bagi Pekerja Rentan adalah pemberian dana
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada
pekerja rentan.

Universal Coverage Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UCJ
adalah cakupan pelindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja yang
terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses
pelayanan manfaat yang adil dan sama.

Bupati adalah Bupati Bantul.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Daerah adalah Kabupaten Bantul.

27,

28.

29.
30.

31.

32.

pembayaran iuran peserta Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan.

Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum
atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik
milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan
orang lain dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

Universal Coverage Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UCJ

adalah cakupan pelindungan jaminan sosial

ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja yang
terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses
pelayanan manfaat yang adil dan sama.

Bupati adalah Bupati Bantul.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

Daerah adalah Kabupaten Bantul.




Pasal 2 Tetap
Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai
pedoman dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
Pasal 3 Tetap
Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
a. memberikan pelindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja;
b. meningkatkan kesejahteraan Pekerja;
c. optimalisasi cakupan kepesertaan program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
d. mewujudkan UCJ di Daerah.
Bab II Pasal 4 Pasal 4
Kewenangan (1) Pemerintah Daerah berwenang | (1) Pemerintah Daerah berwenang
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelindungan program menyelenggarakan pelindungan program

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi

regulasi program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Daerah;

b. menyusun perencanaan pelindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

c. mengalokasikan anggaran untuk

mendukung Penyelenggaraan  Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari
anggaran pendapatan dan belanja Daerah
sesuai dengan kemampuan Kkeuangan
Daerah;

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun, menetapkan, dan mengevaluasi

regulasi program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Daerah;
b. menyusun perencanaan pelindungan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

c. mengalokasikan anggaran untuk
mendukung  Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari

anggaran pendapatan dan belanja Daerah
sesuai dengan kemampuan keuangan
Daerah;




d. meningkatkan dan memperluas cakupan
kepesertaan program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan;

e. melakukan koordinasi dengan para
pemangku kepentingan terkait dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;

f. mengevaluasi Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

g. melakukan pembinaan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

. melakukan

meningkatkan dan memperluas cakupan
kepesertaan program Jaminan  Sosial
Ketenagakerjaan,

melakukan pemutakhiran dan konsolidasi

data kepesertaan program tingkat
kabupaten;

melakukan koordinasi dengan  para
pemangku kepentingan terkait dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan,;

mengevaluasi Penyelenggaraan  Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
pembinaan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

Bab III

Program dan
Kepesertaan Jaminan
Sosial
Ketenagakerjaan

Bagian Kesatu
Program

(1)

(3)

Pasal 5

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
meliputi:

a. JKK;

b. JKM;

c. JHT;

d. JP; dan

e. JKP.

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tetap




10. | Bagian Kedua Pasal 6 Tetap
Kepesertaan (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi
Peserta program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
(2) Kategori Peserta program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Peserta Penerima Upah;
b. Peserta Bukan Penerima Upah,;
c. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
d. Pekerja Migran Indonesia.
(3) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
11. Pasal 7 Pasal 7

(1)

Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
pejabat negara selain aparatur sipil negara;
pamong kalurahan;

badan permusyawaratan kalurahan;
lembaga kemasyarakatan kalurahan,;
Pekerja pada perusahaan swasta dan badan
usaha milik daerah;

Pekerja pada orang perseorangan;

orang asing yang bekerja di Indonesia paling
singkat 6 (enam) bulan;

Pekerja dalam masa percobaan;

komisaris dan direksi badan usaha yang
menerima Upah; dan

opoop

- A

(1)

Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. pejabat negara selain aparatur sipil negara;
b. pekerja yang bekerja pada penyelenggara

negara;,
c. lurah, pamong kalurahan dan staf
kalurahan;

badan permusyawaratan kalurahan,;
lembaga kemasyarakatan kalurahan;
Pekerja pada perusahaan swasta, badan
usaha milik daerah, badan usaha milik
kalurahan, atau badan usaha milik
kalurahan bersama;

g. Pekerja pada orang perseorangan;

-0 A




(2)

(3)

j. pengawas dan pengurus badan usaha yang
menerima Upah.

Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mendapatkan pelindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
kewajiban lembaga negara atau pemilik badan
usaha selaku Pemberi Kerja.

Penjelasan:
Pasal 7

Cukup jelas.

h. orang asing yang bekerja di Indonesia paling
singkat 6 (enam) bulan;

i. Pekerja dalam masa percobaan;

j. komisaris dan direksi badan usaha yang
menerima Upah; dan

k. pengawas dan pengurus badan usaha yang
menerima Upah.

(2) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mendapatkan pelindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(3) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
kewajiban lembaga negara atau pemilik badan
usaha selaku Pemberi Kerja.

Penjelasan:

Pasal 7

ayat (1)

huruf f
Yang dimaksud dengan “Pekerja pada
Perusahaan swasta” antara lain pekerja
pada Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan
Komanditer (CV) dan Usaha Dagang (UD)
termasuk tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan pada yayasan atau sekolah
swasta dan pekerja pada koperasi.

huruf g
Yang dimaksud dengan “Pekerja pada
orang perseorangan” merupakan pekerja
yang bekerja pada pemberi kerja individu
antara lain Pekerja Rumah Tangga (PRT),
supir pribadi, tukang kebun.




hurufi

Yang dimaksud dengan “Pekerja dalam
masa percobaan” merupakan pekerja baru
yvang terikat perjanjian kerja dengan
pemberi kerja paling lama 3 (tiga) bulan
untuk menilai kecocokan kinerja maupun
sikap dan hanya dapat diterapkan pada
karyawan dengan status Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWTT) atau pekerja
tetap.

12.

(1)

(2)

3)

(4)

Pasal 8
Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b
meliputi:
a. Pemberi Kerja;
b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja
mandiri; dan
c. pekerja yang tidak termasuk huruf b sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
b. orang perseorangan yang mempekerjakan
Pekerja dan tidak menerima Upah.
Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk
Pekerja dengan hubungan kemitraan.
Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat

Tetap




(1) huruf b, dan huruf ¢ menjadi tanggung
jawab setiap individu.

13.

(1)

(2)

(3)

Pasal 9
Pekerja  Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri
atas:
a. Pekerja Harian Lepas;
b. Pekerja Borongan; dan
c. Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.
Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
bagi Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban
penyedia jasa konstruksi sebagai Pemberi
Kerja.
Penyedia jasa konstruksi selaku Pemberi Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mendaftarkan Pekerja Jasa Konstruksi dalam
pelindungan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah surat perintah kerja
diterbitkan.

Tetap

14.

(1)

Pasal 10

Pekerja  Migran Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri

atas:

a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja
Migran Indonesia yang ditempatkan oleh
pelaksana Penempatan Pekerja Migran
Indonesia; dan

Tetap




b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja
Migran Indonesia perseorangan.

(2) Pelindungan Program  Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi
kewajiban pelaksana penempatan Pekerja
Migran Indonesia.

(3) Pelindungan Program  Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi
tanggung jawab setiap individu.

15, Pasal 11 Tetap
Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi
peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

16. | Bab IV Pasal 12 Pasal 12

Program Pelindungan (1) Bupati menyelenggarakan program | (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program

Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi
Pekerja Rentan

pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
bagi Pekerja Rentan.

(2) Bentuk program pelindungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Bantuan Iuran
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja
rentan.

(3) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

(3)

pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
bagi Pekerja Rentan.

Bentuk program pelindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
Bantuan Iuran.

Bantuan [uran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa:

a. JKK; dan

b. JKM.




Penjelasan:
Pasal 12
Cukup jelas.

(4) Bantuan luran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan sesuai kemampuan keuangan
Daerah.

(5) Penetapan Pekerja Rentan sebagai penerima
Bantuan luran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan berdasarkan kriteria Pekerja
Rentan serta dengan memperhatikan:

a. tingkat risiko kerja: dan/atau
b. kondisi disabilitas pekerja.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pekerja

Rentan diatur dengan Peraturan Bupati.

Penjelasan:
Pasal 12
ayat (5)
huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi disabilitas”
adalah keadaan pekerja yang memiliki
keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau
sensorik dalam jangka waktu lama yang
dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari.

17, Pasal 13
Pemberian Bantuan Iuran dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Bupati.
18. | Bab V Pasal 13 Pasal 14
Pembinaan (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan | (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan

dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Daerah.




(2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1)| (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
bidang ketenagakerjaan. ketenagakerjaan.

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan | (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
dalam melakukan pembinaan sebagaimana dalam melakukan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan: dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:

a. Perangkat Daerah terkait; dan/atau a. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
b. BPJS Ketenagakerjaan. b. BPJS Ketenagakerjaan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat| (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(2) paling sedikit dilakukan dalam bentuk: paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
a. koordinasi; dan a. koordinasi; dan
b. sosialisasi. b. sosialisasi.
19. | Bab VI Pasal 14 Pasal 15

Partisipasi Masyarakat | (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam | (1) Masyarakat dapat Dberpartisipasi dalam
penyelenggaraan program Jaminan Sosial penyelenggaraan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat| (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

c. menyebarluaskan

(1) dilaksanakan dengan cara:

a. menjadi Peserta program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan secara aktif dan
berkelanjutan;

b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
diri akan manfaat program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;

informasi manfaat

program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

dan

d. melaporkan terjadinya pelanggaraan dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

dilaksanakan dengan cara:

a. menjadi Peserta program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan secara aktif dan
berkelanjutan;

b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
diri akan manfaat program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan;

c. menyebarluaskan informasi manfaat
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,;

d. melaporkan terjadinya pelanggaraan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan kepada Perangkat Daerah




Ketenagakerjaan kepada Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.

yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Ketenagakerjaan; dan

e. fasilitasi pendaftaran Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan.

20.

Bab VII
Pendanaan

Pasal 15
Pendanaan Penyelenggaraan Program Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 16
Pendanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

b. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan,;
dan/atau

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

20

Bab VIII
Ketentuan Peralihan

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan
program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah
yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

22,

Bab IX
Ketentuan Penutup

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul.

PIHAK KESATU,

SAPTA SAROSA

Bantul, 3 Juni 2026

PIHAK KEDUA,

At

SITI NURHIDAYATI




